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PROVINSI JAWA TENGAH
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mengubah Undang-Undang No, 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah

-daerah Kabupaten  dalam
}.ingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Fahun 1965 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
< 25 "-’.:- '1 Nﬂmor 245, Tambah

an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3);
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5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahapan permohonan sampal dengan tahap penyelesainn
produk pelayanan terpadu satu pintu, (PP o 2021)

6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah  Kegiatan
perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secarn elektronik
mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. (PP ¢ 2021)

7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau
kegiatannya, (PP 6 2021).

g Riaiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu
AR A atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. (/P 5 2021)
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H an Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha
Jﬁ Al ﬁnglmt Risiko kegiatan usaha, (PP 5 2021)

a Untuk Menunjang Kegiatan Usahe adalah legalitas
Peluku Usaha untuk menunjang kegiatan
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